
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI DAERAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

SALINAN

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menjadi Penyelenggara Perizinan
Berusaha pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
menyelenggarakan Pengintegrasian Pelayanan Satu Pintu
wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, untuk mengetahui tantangan dan Peluang
Investasi;

bahwa Peran Penting Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan
Pemberian Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan
mudah dan cepat, juga berperan sebagai Katalisator dalam
mempercepat proses Perizinan Berusaha serta Koordinasi,
Sinkronisasi, Komunikasi, Kolaborasi, dan Harmonisasi
antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten untuk keselarasan dalam
kemudahan Investasi bagi Badan Usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat
Koordinasi Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2023;

a.

b.

c.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 202 1 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47241;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757].;
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9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2072 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang
Pelayanan Publik (Lembarar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 16,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentar,'g Rencala
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 42],;

14. Peratural Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua
(Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673O1;

15. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencala Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2074 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 221);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2O 18 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2O17
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

l9.Peraturan ....../4
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Memperhatikan:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;

Surat Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Nomor :

503 /08 1 /DPMPTSP Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Permohonan
Penerbitan SK Gubernur Provinsi Papua Tengah;

MtrMUTUSI(AN:

Membentuk Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Daerah Pada
Dinas Penanaman Moda-l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan
Susunan Keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi

Daerah Tahun;
b. menyiapkan Data/berkas dan informasi yang diperlukan

terkait kegiatan Rapat Koordinasi Daerah;
c. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

dalam kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah;
d. menghimpun, mengidentilikasi permasalahan yang akan

dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah;
e. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan

Rapat Koordinasi Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT......./s
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai dayalaku surut terhitung bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Mei 2023

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
cAP/T',rD

RIBKA HALUK

Salinan d aslinya
IRO KUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyang bersangkutan.

Plt.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 70 TAHUN 2023
TANGGAL :8 MEI 2023

SUSUNAN TIM PEI,AKSANA RAPAT KOORDINASI DAERAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

I.

II.

[t.

Pengarah

Penanggungiawab

Ketua

fi. Gubernur

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua

Tengah

Luther Kobogau,S.Sos

Yustan Hok,S.Hut

I. Kabag Perundang-Undangan Provinsi

2. Adrian Piter Jaklen, S.Sos

3. Bowo Siswandoyo,S.Sos.,M.Si

4. Endang Subekti, S.Sos

5. Peri Patiung,S.E

6. Karikarti,S.E

7. Ida Fariya, S.Sos

8. Tri Setyrini Douw, A.Md.Tek

E. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

tV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota

Salinan se dengan a
PIt. KE BIRO HU M,

MENASE Y , SH, M.Si
NrP. 19650902 199610 1001


